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Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Badan 
Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan 
Masaran kabupaten Sragen berikut kendala dan solusinya, 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan 
data dengan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Analisis dilakukan 
dengan model interaktif dari pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan 
kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah kepala dan perangkat desa, ketua dan 
anggota BPD, serta masyarakat di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten 
Sragen. Objek yang diteliti ialah peran BPDdalam pengelolaan dana desa di Desa 
Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengelolaan 
dana desa dilakukan dengan cara menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan 
dana desa, pengawasan dan pemantauan dalam pengelolaan dana desa, evaluasi, 
dan mengkritisi laporan kepala desa mengenai pengelolaan dana desa. Kendala 
yang dihadapi BPD dalam pengelolaan dana desa meliputi pencairan dana yang 
hampir tutup tahun dan kurangnya partisipasi Pokmas pada saat rapat lelang 
penentuan prioritas pengelolaan dana desa, keterlambatan Pokmas dalam 
penyerahan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pengelolaan dana 
desa, serta hasil realisasi yang tidak sesuai dengan draf rencana yang sudah 
disepakati bersama sebelumnya. Solusi BPD untuk mengatasi kendala tersebut 
ialah meningkatkan kerjasama antara perangkat desa, BPD, LP2MD, dan Pokmas 
serta menemui secara langsung Pokmas saat penyampaian undangan rapat, 
menunjuk perwakilan dari tiap Pokmasyang lebih cakap dan ahli dalam membuat 
laporan pertanggungjawaban, dan melakukan survei langsung ke lapangan untuk 
mengecek pelaksanaan proyek. 
 












The Purpose of this study is to describe the role of Village Consultative 
Body in fund management village in the Pilang Village District Masaran Regency 
Regency of Sragen constraints and solutions. 
This study uses kualitative approach with data collection trough interviews, 
observation, and documentation. Validity of the data whit the triangulation of 
source and collection techniques data. Analysis was performed whit a model 
interactive data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The 
Subject of this studi is the head and village, cairmand and BPD member, and the 
community in the village Pilang district Masaran regency of Sragen. Object under 
investigation is the role BPD in management village fund in the village Pilang 
Masaran District of Sragen. 
The result of this study indicate that role of BPD in the village fund 
management is done by conveying the idea of this village fung management, 
supervision, and monitoring in the village fung management, evaluation, and 
criticized the report on fundmanagemnent headman of the village. Constrtaints 
faced by BPD in the management of village fund includes disbursement almost 
closing the year and the lack of participation by community groups at mettings 
auction prioritization fund management village, delay Pokmas in the submission 
of accountability report the result of the implementation of the fund management 
of the village, as well as the actual result are not in accordance whit draft plan 
wich has been agreed in advance. BPD solutions to overcome these obstacles is to 
improve cooperation between the village, the BPD, LP2MD, and community 
group as well as meet directly Pokmas when delivering as meeting invitation, 
appoint a representative from each PokMas more proficient and expert in making 
accountability reports, and conduct surveys directly to the field to check the 
implementation of the project. 
 
Key words: Village Consultative Body, Management, Village Fund  
 
1. PENDAHULUAN 
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara kesatuan rebublik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014). Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasal 1 ayat 
2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014). Penyelenggara pemerintah desa 
merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa 
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memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya 
(Widjaja, 2013).  
Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang ada dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya 
sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, karena 
merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam 
penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam 
hal pengelolaan dana desa. 
Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 
bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015). Dana desa dalam pengelolaannya 
dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan 
masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
22 tahun 1025 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan 
jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 
Kenyataannya pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa BPD belum 
optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara 
pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Satriadi 
(2013) menunjukkan bahwa BPD di Kecamatan Prayat Barat belum dapat 
melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pelaksanaan pemerintahan desa, 
masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Pengaruh peran 
BPD terkait fungsi legislatif di desa-desa belum maksimal dan hanya sebatas pada 
pembentukan RAPBDesa bersama kepala desa. Hal tersebut dikarenakan kendala-
kendala antara lain pengalaman anggota BPD dalam bidang pemerintahan masih 
kurang, kurangnya pemahaman dan pengalaman dari anggota BPD mengenai 
teknik penyusunan Perdes. 
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Hasil penelitian Warsono dan Ruksamin (2014) mengenai The Obstacles 
of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe 
Southeast Sulawesi dalam Journal of Management and Sustainability menjelaskan 
bahwa pengelolaan dana desa tidak akan terlaksana dan terimplementasi dengan 
baik jika tidak ada evaluasi dalam pelaksanaanya. Semua kegiatan perencanaan 
dan pengajuan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(BPMD). Fenomena ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam 
menyelesaikan kendala.  
Hasil penelitian Thomas dan Metrejean (2013) dalam Yurniwati dan Rizaldi 
mengenai  Control Environment Analysis at Government Internal Control System: 
Indonesia Case menjelaskan bahwa tidak adanya control lingkungan 
menyebabkan peluang untuk melakukan penipuan. Pemerintah merupakan sistem 
pengendali intern menyatakan bahwa lingkungan pengendalian adalam kondisi 
yang dibangun dan dibuat dalam sebuah badan pemerintahan yang mempengaruhi 
efektifitas pengendalian internal. Miskin pengendalian menyediakan kintribusi 
yang signifikan terhadap ketidakefektifan pelaksanaan unsur-unsur lain. 
Masih banyak contoh kasus penyimpangan BPD yang terjadi dalam 
pengelolaan dana desa antara lain yang terjadi di Bangka Belitung penyimpangan 
yang terjadi dilakukan oleh kepala desa dan ketua BPD beserta jajarannya. Kasus 
penyimpangan lain terjadi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yaitu tiga kepala 
desa dan seorang carik tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa. 
Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat 
agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk 
akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan. BPD seharusnya bisa 
menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan 
dana desa. Kesesuaian BPD dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena 
akan mempengaruhi terlaksananya pemerintahan daerah khususnya desa. Peran 
BPD harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sebagai salan satu mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk 
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mengadakan penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 
Pengelolaan Dana Desa”, karena hal tersebut erat sekali hubungannya dengan 
kurikulum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada mata 
kuliah Pemerintah Daerah di semester VI, dimana bagian materinya tentang 
pemerintah desa. Hal ini juga terkait dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan 
(PKn) khususnya di SMP kelas XI semester ganjil bab 2, Standar Kompetensi 
(SK) adalah memahami pelaksanaan otonomi daerah, dan Kompetensi Dasar 
(KD) ialah mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan menjelaskan 
pengertian partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. 
Guna memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 
dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana peran BPD dalam pengelolaan 
dana desa, kendala, dan solusi di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten 
Sragen. 
Guna memperjelas saat pengumpulan data yang mengacu dengan rumusan 
masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran BPD, 
mendiskripsikan kendala, dan solusinya dalam pengelolaan dana desa di Desa 
Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Tempat penelitian ini adalah di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten 
Srgaen. Tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan 
laporan secara keseluruhan dilakukan kurang lebih empat bulan, mulai bulan 
Desember 2015 sampai Maret 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.   
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu narasumber 
(informan), peristiwa, dan dokumentasi atau arsip. Narasumber atau informan 
terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, serta ketua dan anggota 
BPD Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. peristiwa yang menjadi 
sumber data dalam penelitian ini adalah rapat desa, rapat BPD, serta saat anggota 
BPD melakukan pengawasan proyek dalam penggunaan dana desa. Dokumentasi 
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atau arsip yang menjadi sumber data berupa catatan rapat BPD, foto kegiatan 
proyek penggunaan dana desa, dan dokumentasi pembangunan desa. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) dimana data 
penelitian ini diperoleh dari pengamatan serta wawancara secara langsung kepada 
narasumber. Baik dalam pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data atau validitas data merupakan cara untuk 
mengembangkan kedalaman, kemantaban, dan kebenaran data yang diperoleh 
melalui bermacam-macam teknik pengumpulan data (Sutopo,2006:83). Penelitian 
ini menggunakan 2 triangulasi yakni sumber data dan teknik pengumpulan data. 
triangulasi sumber data berupa informasi dari narasumber, peristiwa-peristiwa 
terkait, dan dokumen yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Triangulasi 
teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang berasal dari hasil 
observasi, wawancara dan telaah dokumen atau dokumentasi kepada narasumber. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dan 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. Salah satu peran BPD ialah mewujudkan 
pemerintahan desa bersama kepala desa dalam pengelolaan dana desa agar dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan. Peran BPD dalam 
pengelolaan dana desa antara lain menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan 
dana desa sebagai wujud penampungan aspirasi masyarakat sebagai penentu 
prioritas pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pertimbangan kepala desa. 
Pengawasan dan pemantauan dalam mengelolaan dana desa dilakukan BPD secara 
langsung dan berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama kepala dan perangkat 
desa, serta kelompok masyarakat dari awal sampai selesai. Evaluasi pengelolaan 
dana desa dilakukan BPD sebagai pelaksana tugas dan kewajiban agar 
pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat berjalan baik dan sesuai harapan. 
Mengkritisi laporan kepala desa mengenai pengelolaan dana desa dilakukan 
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dengan baik sebagai bagian dari tugas dan kewajiban BPD dalam pengelolaan 
dana desa untuk kemudian dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada 
kabupaten. 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan Widiyanto (2011) 
yang meneliti tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
optimalisasi peningkatan dan pemanfaatan pendapatan asli desa (PAD) di Desa 
Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa peran BPD 
dalam pengoptimalisasian peningkatan pendapatan asli desa dinilai sudah 
memuaskan serta peran dalam rangka pengelolaan pemanfaatan pendapatan asli 
desa untuk kesejahteraan Desa Pelem. 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan Hemamahua 
(2015) yang meneliti mengenai Impact Analysis Of the Village Fund Allocation 
(ADD) Toward Economi Community (Case Study on the Rural Distric of Namlea 
Siahoni, Buru Regency dalam Journal Of Social and Development Sciences, 
Universitas Iqra Buru, Indonesia menjelaskan bahwa distribusi direksional alokasi 
dana desa dapat dilihat dari kenyataan bahwa sebagian besar desa mengalokasikan 
dananya untuk perbaikan fisik jalan, bangunan, dan irigasi. Rendahnya 
pengembangan kontribusi lembaga dan desa sangat sedikit yang mengarahkan 
anggaran untuk lebih produktif seperti pembentukan BUMDes, Bank Desa, dan 
Pasar Desa. 
Berdasarkan uraian di atas, peran BPD dalam pengelolaan dana desa sudah 
memuaskan serta untuk mensejahterakan masyarakat. Indikator-indikator yang 
digunakan sudah dilakukan oleh BPD dengan baik sesuai dengan tugas dan 
kewajibannya. Perbedaan antara penelitian Widiyanto dengan Hemamahua yaitu 
penelitian Widiyanto fokusnya pada peran BPD, sedangkan Hemamahua terfokus 
pada Alokasi Dana Desa. 
Kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. 
Kendala BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Masaran 
Kabupaten Sragen adalah pencairan dana yang hampir tutup tahun dan kurangnya 
partisipasi Pokmas pada saat rapat lelang penentuan prioritas pengenlolaan dana 
desa, keterlambatan Pokmas dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban hasil 
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pelaksanaan pengelolaan dana desa, serta hasil realisasi yang tidak sesuai dengan 
draf rencana yang sudah disepakati bersama sebelumnya, BPD dalam mengkritisi 
laporan kepala desa mengenai pengelolaan dana desa tidak ditemukan kendala. 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh Suyatmi 
(2012) yang meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
penyusunan peraturan desa. Kendala yang dihadapi BPD antara lain, keterbatasan 
penggunaan teknologi perihal pelaksanaan peraturan desa, keterbatasan dalam 
sumber daya manusia (SDM) pada pemerintah desa, kurangnya keterampilan/skill 
yang dimiliki anggota BPD perihal pelaksanaan peraturan desa, kurangnyan kultur 
dan budaya yang dilakukan anggota BPD mengenai peraturan desa, serta 
minimnya honor atau pendanaan yang diterimanya. 
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa kendala pengelolaan dana desa dari 
BPD sendiri serta perangkat desa yang lain. Kendala BPD dalam pengelolaan 
dana desa antara lain dalam hal menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan 
dana desa, pemnagawasan dan pemantauan, evaluasi, serta mengkritisi laporan 
kepala desa mengenai pengelolaan dana desa. 
Solusi terhadap kendala pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh BPD  
Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, dengan cara meningkatkan 
kerjasama antara perangkat desa, BPD, LP2MD, dan Pokmas serta menemui 
secara langsung Pokmas pada saat penyampaian undangan rapat, menunjuk 
perwakilan dari tiap Pokmas yang lebih cakap dan ahli dalam membuat laporan 
pertanggungjawaban dan melakukan survei langsung ke lapangan untuk 
mengecek pelaksanaan proyek agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta 
harapan yang telah disepakati bersama sebelumnya. 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan Suyatmi (2012) yang meneliti 
tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyususnan Peraturan 
Desa. Solusi yag dilakukan BPD untuk mengatasi kendala yang ada yakni dengan 
cara sarana teknologi yang dimiliki oleh ketua BPD dan kepala desa harus 
diperbanyak dan diperluas dalam pembuatan peraturan desa lebih mudah dan 
berjalan lancar, sumber daya manusia (SDM) dipertebal kemampuannya dan 
diikuti niat yang sungguh-sungguhdalam pembuatan pelaksanaan penyusunan 
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peraturan desa dapat berjalan lancar, pengetahuan dan penanaman yang dimiliki 
harus sesuai dengan apa yang diharapkan, pengalaman yang kurang harus 
diperbaiki, serta pendanaan harus seimbang dengan kekurangan yang dialami oleh 
masyarakat. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BPD memberikan 
solusi pada setiap kendala yang dialami. BPD memberikan solusi dalam 
pengelolaan dana desa yakni pada menyampaikan gagasan dalam pengelolaan 
dana desa, pengawasan dan pemantauan, evaluasi, dan mengkritisi laporan kepala 
desa mengenai pengelolaan dana desa.  
 
4. PENUTUP 
Peran BPD dalam pengelolaan dana desa antara lain menyampaikan gagasan 
mengenai pengelolaan dana desa sebagai wujud penampungan aspirasi 
masyarakat sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan 
pertimbangan kepala desa. Pengawasan dan pemantauan dalam mengelolaan dana 
desa dilakukan BPD secara langsung dan berjalan sesuai apa yang diharapkan 
bersama kepala dan perangkat desa, serta kelompok masyarakat dari awal sampai 
selesai. Evaluasi pengelolaan dana desa dilakukan BPD sebagai pelaksana tugas 
dan kewajiban agar pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat berjalan baik dan 
sesuai harapan. Mengkritisi laporan kepala desa mengenai pengelolaan dana desa 
dilakukan dengan baik sebagai bagian dari tugas dan kewajiban BPD dalam 
pengelolaan dana desa untuk kemudian dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 
kepada kabupaten. 
Kendala BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan 
Masaran Kabupaten Sragen adalah pencairan dana yang hampir tutup tahun dan 
kurangnya partisipasi Pokmas pada saat rapat lelang penentuan prioritas 
pengenlolaan dana desa, keterlambatan Pokmas dalam penyerahan laporan 
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pengelolaan dana desa, serta hasil realisasi 
yang tidak sesuai dengan draf rencana yang sudah disepakati bersama 
sebelumnya, BPD dalam mengkritisi laporan kepala desa mengenai pengelolaan 
dana desa tidak ditemukan kendala. 
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Solusi untuk mengatasi kendala BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa 
Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, yakni meningkatkan kerjasama 
antara perangkat desa, BPD, LP2MD, dan Pokmas serta menemui secara langsung 
Pokmas pada saat penyampaian undangan rapat, menunjuk perwakilan dari tiap 
Pokmas yang lebih cakap dan ahli dalam membuat laporan pertanggungjawaban 
dan melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan proyek 




Warsono, Hardi dan Ruksamin. 2014. The Obstacles of Implementation of Village 
Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. 
Journal of Managerial and Sustainability. Diponegoro University: 
Canadian Center of Science and education 
(http://dx.doi.org/10.5539/jms.v4m3p175) Diakses pada Kamis 23 Juni 
2016 pukul 09:32 WIB. 
 
Hemamahua, Hayati. 2015. Impact Analisys Of the Village Fund Allocation 
(ADD) Toward Economi Community (Case Study on the Rural Distric of 
Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal Of Social and Development 
Sciences. Universitas Iqra Buru, Indonesia 
(https:www.google.co.id/journal+international+of+government-village).  
Diakses pada Jum’at tanggal 10 Juni 2016 pukul 12:09 WIB 
 
Miles, Matthew dan Huberman, Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: 
UI Press. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
 
RI. 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA dan Peraturan 
Pelaksanaannya. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. 
 
Satriadi, Noviar. 2015. Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 
Pembentukan Peraturan Desa dengan Keluarnya Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. eJurnal Ilmiah. Universitas 
Mataram. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 11:40 WIB. 
 
Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar teori dan terapannya 




Suyatmi. 2012. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan 
Peraturan Desa. Skripsi. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Widiyanto, Agus. 2011. Peranan BPD dalam Optimalisasi Peningkatan dan 
Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa. Skripsi. Surakarta: FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Yurniawati dan Rizaldi, Afdhal. 2015. Control Environment Analysis at 
Government Internal Control System: Indonesia Case. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s1877042815054518). 
Diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 12:32 WIB. 
 
 
 
